a8

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGEPENFLITIAN

UNIVERSITAS MUHAMM

ANGAN PIMPINAN FUSAT METEANNMADIY AN

IDIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM
*7ema ¥ Abreditast | ngzel Berdasarkan heputusan Budan Abreditasi Sashonal Pergorana Tiggl No. IAOSKBANFUAL Py PT I 200
U M su Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
ook @ http://hukum.umsu.ac.id ™ fahum/@umsu.ac.id n umsumedan @ umsumedan i..] umsumedan [ umsumedan
Pl vt idosd Bo a0 ol @by m
Mo agr e
P b\ .
Al o
‘4 e ~r"
BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus
2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan sclesai, setelah mendengar, melihat,
memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURUL AULIA SURYANIT
NPM : 2006200182
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN
WISATA PEMANDIAN AIR PANAS DESA NYELANDING
UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEPATUHAN
HUKUM
Dinyatakan:
( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum

(SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502 NIDN: 0118047901 -

/

ANGGOTA PENGUJI: rd

1. MUKLIS, S.H., M.H. L. &/

2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum, 2. iﬁ_ 4
3. Dr. ATIKAH RAHMI, SH,MH. ) K‘;\/\W -



AAJETIS PEADIDIR AN TINGGEPENTEITEAN & PENGENIBANGAN PINIPINAN PESAT NI HAMNADIY AL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

hreditast Unppal Berdasarkan Keputusan Dadan Akreditas Novional Perguruan Tinggh No DVEARK AN PTAK Ppp 102008
U M S U Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basn No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400- 66224567
/ @ http /hukum umsu ac id ¥y fahum@ umsu.ac 1d [} unsumedan 5) umsumedan [* umsumedan (£ umsumedan

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 31 Agustus
Tahun 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera

Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : NURUL AULIA SURYANIT

NPM : 2006200182

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN
WISATA PEMANDIAN AIR PANAS DESA NYELANDING
UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KAPATUHAN

HUKUM
+ 1. MUKLIS, S.H., M.H./NIDN: 0114096201
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum /NIDN: 0111117401
3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H. / NIDN: 0129057701

Penguji

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua Sekretaris

e St

~ L
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502 NIDN: 0118047901




PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI PEMBERDAY AAN HUKUM

PENGELOLAAN WISATA PEMANDIAN
NYELANDING
KEAMANAN

PANAS DESA
MENINGRATRAN
KAPATUHAN HUKUM
NURUL AULIASURYANIT
2006200182

NAMA
\NPM

PRODI BAGIAN HUKUM HUKUM PIDANA

DALAM
AlIR
UNTUK

DAN

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum

I niversitas Muhammadiyvah Sumatera Utara pada Tanggal 08 Agustus 2024,

Dosen Penguji

- /
lf““\. Bt

Dr. Nursanani Simatupang, S,H.. M.Hum.

© Dr. Atikah Rahmi, S, M.H.

Muklis. S.H.. M.H.
~ NIDN: 0114096201 NIDN: 0111117402

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSI

—

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.. M.Hum.

NIDN: 0122087502

NIDN: 0129057701




UNIVERSITAS MUMAMMADIYAH SUMATERA UTA
FAKULTAS HUKUM
UMSU ('? . ' . \ha N SARY I T ...411.«_‘:@- 02 24 %

) . '] . iy enene vl J° S AR n ST

- ".‘.‘ : ..-" '.
LD e 2

BURTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pamitia Ujian Shripsi Fakultas Hukum Universitas Mubammadivah Sumaters Utara telah

mencrima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA © NURUL AULIASURYANIT

NP ¢ 2000200182

Prodi Bagian ©  HURKUM HUKUM PIDANA

Judul Skripsi ¢ PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN WISATA

PEMANDIAN  AIR PANAS  DESA NYELANDING  UNTUK
MENINGRATRAN KEAMANAN DAN KEPATUHAN HUKUM
Dosen Pembimbing : Dr. ATIKAH RAHMI, S.H. ML NIDN: 0129087701

Selanjutnya layak untuk diujikan,
Medan, 21 Agustus 2024
Panitia Ujian

Ketua Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S, M.
NIDN: 0118047901

Assoc. Prof. DY, FAISAL, SH.. M.Hum.
NIDN: 0122087302




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGTPENELITIAN & PENGENMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUIAMMADIYAII SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

U MSU \kreditast Unggul Berdavarkan Neputasan Radan Akreditas Nasional Perguruan 1ingg) Vo 174SKBAN PT Ak Py T 117024
s imen e Pusat Admumistrast Jalan Mukhtar Basn No 3 Medan 20238 Telp (06116622400 - 66224367 Fax (061)6625474-6631003
@ https: umsuacad My rektor @ umsu ac 1d n umsumedan f@ umstunedan a umsumedan £ umsumedan

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL AULIA SURYANIT
NPM 1 2006200182
PRODI/BAGIAN  : HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI  : PEMBERDAYAAN DALAM PENGELOLAHAN
WISATA  PEMANDIAN AIR PANAS  DESA
NYELENDING UNTUK MENINGKATKAN
KEAMANAN DAN KEPATUHAN HUKUM

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 26 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

(

Dr. ATIKAH RA/HMI S.H,M.H
NIDN : 0129057701




B

MATEEIS PENDIDIRAN TINGGEPENEL THIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSATMUNAMMADIYVAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

\heeditaa U ngeul Berdasarkan Kepatasan Badan Vkreditas N asinnal Pergwruan Dinggd Noc ITESKEANP L ALPpp 17101 2024

U M S Pusat Administrasiz Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567
Unggut Eost

bl ﬂ}) http:/hukum.umsuac.id ™ fahum@umsu.ac.id E7 vmsumedan (G) umsumedan [ umsumedan @ umsumedan

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama : NURUL AULIA SURYANIT

NPM : 2006200182

Prodi/Bagian ¢ ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA

Judul Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS DESA NYELANDING UNTUK
MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEPATUHAN HUKUM

Dosen Pembimbing Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANDA
TANGGAL MATERI BIMBINGAN
TANGAN
A
4 Yawan 29a %(Mﬁ\ns\an Jdon /ﬁt
%Aﬁm‘é\m DQ!’\\JU ahan D\\’k\V-e\ /ﬂ‘;
2\ Yanne d0g Qe\h(\ 1\\\\\@4 \ /ﬂ?

2 Voo 204

R(N\.('\ b&\>;\¥e\ “

;

A Tamed T

Covttands  Divees

Iy

95 M 2004

Regpcens:

q;

NaE 5\)\\ 20 T:Jth.\\;n

(7

A Duhuch

Ny

1 Jod 2y Nee  yowe

Mahasiswa dengan judul jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan

pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

vl

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

by

(Dr. ATIKAII RAHMI, S.H., M.H.)
NIDN: 0129057701




MATT LIS PENDIDIRAS TINGGEPENTIITIAN & PENGEMBASNGAN PIMPINAN PESAT MEHAMMADIY AN

. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
| s FAKULTAS HUKUM

T — / Ahreditani b npgu!) Berdacarkan heputusan Radan Abredinust S avions! Ferpurass Tngg
U M SU Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 642240 (4224567
Rl =5 {8' http/Mukum.umsu ac.id- M fahum@ umsu ac.id [ umsumedan G) umsumedan [ umsumedan (G umsume

N JTOSRHAS PR PP L2604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA . NURUL AULIA SURYANI T

NPM . 2006200182

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDULSKRIPSI : PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM  PENGELOLAAN
WISATA PEMANDIAN AIR PANAS DESA NYELANDING
UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEPATUHAN
HUKUM)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara
keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang
dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil
Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan
bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

Medan, 21 Agustus 2024
Saya yang menyatakan

Nurul Aulia Suryani T



Vol. 9, No. 1, 2024, pp. 23-28
DOLI: https://doi.org/10.29210/30033700000

A

’. » .\ Contents lists available at Journal IICET
]

\ = .' JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
’ ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

L1 s .
"CET Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air
panas desa Nyelanding untuk meningkatkan keamanan dan
kepatuhan hukum

Nurul Aulia Suryani T*), Atikah Rahmi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info ABSTRACT

Article history: Penelitian ini membahas strategi pemberdayaan hukum dalam konteks
. pengelolaan wisata pemandian air panas di Desa Nyelanding. Dengan latar

Received Jan 18, 2024 belakang meningkatnya kunjungan wisatawan dan kompleksitas isu hukum

Revised Jun 08", 2024 yang terkait, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan

Accepted Jun o9, 2024 kepatuhan hukum dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Metode

penelitian yang digunakan melibatkan analisis literatur terkini, studi kasus, dan

wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian

Keyword: mengidentifikasi beberapa tantangan hukum yang dihadapi dalam pengelolaan
Kepatuhan hukum wisata pemandian air panas, termasuk masalah keamanan, hak-hak
Keamanan hukum masyarakat adat, dan peraturan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini
Pengelolaan wisata menyarankan pendekatan pemberdayaan hukum yang holistik melibatkan

penguatan peraturan, penegakan hukum yang efektif, dan keterlibatan aktif
masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal, memberikan wawasan yang
berharga tentang dinamika dan kebutuhan setempat.

© 2024 The Authors. Published by IICET.

@@@@ This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:

Nurul Aulia Suryani,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: nurullauliaaaa@gmail.com

Pendahuluan

Latar belakang pariwisata Desa Nyelanding mencerminkan salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat
yang menggabungkan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal (Sugiama, 2011). Desa ini memperoleh
daya tarik unik dari Wisata Pemandian Air Panas, yang menjadi aset potensial untuk pengembangan destinasi
wisata. Pariwisata di Desa Nyelanding memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya (Sugiama, 2011).

Penegakan hukum di kawasan pariwisata Desa Nyelanding menghadapi berbagai kendala, seperti tindak
pidana pencurian, pengrusakan, pemerasan, dan penipuan yang merugikan masyarakat dan wisatawan
(Mulyadi, 2007). Meskipun begitu, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, minimnya sarana
dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam upaya penegakan
hukum tersebut (Mulyadi, 2007).

Pemandian air panas di Desa Nyelanding menjadi daya tarik utama, sejalan dengan penemuan pemandian
air panas Toya Bungkah di Bali yang bersumber dari Gunung Batur (Suarmadi et al., 2018). Keunikan
pemandian air panas di Desa Nyelanding, serupa dengan Pemandian air panas Penatahan Tabanan di Bali,
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melibatkan khasiat kesehatan, di mana kandungan belerangnya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai
penyakit kulit (Wiryatama & Andiani, 2018). Maka, upaya pemberdayaan hukum dalam pengelolaan
pariwisata Desa Nyelanding menjadi krusial untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum serta
mendukung pertumbuhan wisata yang berkelanjutan.

Rumusan masalah menjadi kunci untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Wisata
Pemandian Air Panas Desa Nyelanding dan menyoroti urgensi peningkatan intensif dalam pengelolaan
tersebut. Pemberdayaan hukum diangkat sebagai solusi, yang merupakan suatu proses untuk meningkatkan
kesadaran hukum, pengetahuan hukum, dan keterampilan hukum masyarakat sehingga mampu
menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri (Nansi, 2022). Rekonstruksi konsep pemidanaan di
Indonesia juga menjadi pertimbangan penting, mengingat aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang
harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia (Harkrisnowo, 2003).

Pengelolaan wisata menjadi aspek krusial dalam pengembangan pariwisata, karena berkaitan dengan cara
mengatur dan mengelola sumber daya pariwisata agar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat
(Sugiama, 2014). Seiring dengan itu, tindak pidana kekerasan seksual yang dapat merugikan korban secara
fisik, psikis, dan sosial juga menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks pariwisata Desa Nyelanding
(Sari et al., 2023). Perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi korban menjadi aspek kritis yang
perlu dihadirkan melalui peningkatan pemberdayaan hukum dalam pengelolaan destinasi pariwisata ini.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membahas upaya pemberdayaan hukum dalam pengelolaan
Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding dengan fokus meningkatkan keamanan dan kepatuhan
hukum. Sejalan dengan itu, tujuan spesifik mencakup menarik minat wisatawan dan memaksimalkan manfaat
wisata. Pemberdayaan hukum, sebagaimana diterapkan dalam berbagai konteks, telah terbukti berhasil
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif seperti budidaya ikan lele (Santi et al., 2019) dan
pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam setempat untuk perempuan di daerah pedesaan (Karwati,
2017).

Selain itu, kebijakan liberalisasi pariwisata di Indonesia dan isu-isu seperti cyberbullying serta ujaran
kebencian di media sosial juga menjadi perhatian dalam mengarahkan tujuan pemberdayaan hukum ini.
Misalnya, mengevaluasi dampak kebijakan liberalisasi pariwisata (Widiatedja, 2011), menyoroti perlunya
perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying (SAT et al., 2016), dan menangani ujaran kebencian
melalui kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi (Azhar & Soponyono,
2020).

Siska Damayanti (2021) juga memberikan perspektif hukum pidana Islam terhadap rehabilitasi anak
pecandu narkoba, menciptakan sinergi antara aspek medis dan konseling. Kesemua tujuan ini mendukung visi
pengelolaan wisata Desa Nyelanding yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang
mengakar pada keadilan dan keberlanjutan.

Literature Review

Literature Review ini bertujuan untuk mendalam tentang peran hukum pidana dalam pengelolaan pariwisata,
khususnya di Desa Nyelanding. Seiring dengan itu, relevansi literatur terbaru akan difokuskan pada keamanan
dan kepatuhan hukum dalam konteks pariwisata.

Pengelolaan Pariwisata di Desa Nyelanding Pariwisata di Desa Nyelanding didefinisikan sebagai bentuk
pariwisata berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal dalam
pengembangan destinasi wisata (Sugiama, 2011). Potensi desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan melalui
pemberdayaan sumber daya lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya (Sugiama, 2011; Santi et al., 2019).

Namun, tindak pidana di kawasan pariwisata Desa Nyelanding, seperti pencurian, pengrusakan,
pemerasan, dan penipuan, dapat merugikan masyarakat dan wisatawan (Mulyadi, 2007). Penegakan hukum
di kawasan ini menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antaraparat penegak hukum, minimnya
sarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Mulyadi, 2007). Oleh karena itu, perlu ada perhatian
khusus terkait aspek hukum pidana untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Desa Nyelanding.

Pemandian Air Panas Sebagai Daya Tarik Wisata Pemandian air panas di berbagai desa, seperti Toya
Bungkah dan Penatahan Tabanan, memiliki daya tarik wisata yang unik (Suarmadi et al., 2018; Wiryatama &
Andiani, 2018). Kedua tempat ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan,
dengan Toya Bungkah menonjolkan keunikan air panasnya dari Gunung Batur (Suarmadi et al., 2018) dan
Penatahan Tabanan dengan khasiatnya untuk kesehatan kulit berkat kandungan belerang yang tinggi
(Wiryatama & Andiani, 2018).

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
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Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Pemberdayaan hukum di sini didefinisikan sebagai
suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan hukum,
dan keterampilan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri (Nansi, 2022). Dalam
konteks ini, pemberdayaan hukum dapat membantu masyarakat Desa Nyelanding untuk mengatasi sengketa
dan meningkatkan kepatuhan hukum, sejalan dengan kritik terhadap proses legislasi dan pemidanaan di
Indonesia yang kurang berorientasi pada keadilan (Harkrisnowo, 2003).

Pengelolaan Aset Pariwisata dan Perlindungan Hukum Pengelolaan aset pariwisata memiliki dampak
penting pada pengembangan pariwisata secara berkelanjutan (Sugiama, 2014). Di sisi lain, isu kekerasan
seksual dalam pariwisata membutuhkan perhatian hukum yang serius, seperti perlindungan hukum bagi
korban pelecehan seksual (Sari et al., 2023). Kekritisan melalui kritik terhadap ketiadaan undang-undang
khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual menyoroti perlunya undang-undang yang lebih efektif
dan komprehensif dalam melindungi korban.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Berbagai Konteks Pemberdayaan masyarakat, baik melalui budidaya
ikan lele (Santi et al., 2019) maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di pedesaan (Karwati, 2017),
menjadi relevan untuk dikaji. Hal ini mencerminkan potensi alternatif pemberdayaan di Desa Nyelanding
yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Isu-isu Kontemporer dalam Pariwisata Kebijakan liberalisasi pariwisata di Indonesia (Widiatedja, 2011)
dan isu-isu kontemporer seperti cyberbullying (SAT et al., 2016) serta ujaran kebencian di media sosial (Azhar
& Soponyono, 2020) menambah kompleksitas dalam konteks pengelolaan pariwisata. Kritik terhadap
kebijakan liberalisasi pariwisata memunculkan pertanyaan tentang dampak sosial, budaya, dan lingkungan
yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

Metode

Metode pemberdayaan hukum dalam pengelolaan wisata pemandian air panas Desa Nyelanding yang
bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan hukum melibatkan beberapa langkah yang
terperinci. Penelitian ini merinci metodenya dengan merujuk pada konsep pemberdayaan masyarakat dalam
pengembangan pariwisata lokal berbasis konservasi alam dan budaya, seperti yang dijelaskan oleh Sugiama
(2011). Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan studi kasus, seperti yang diungkapkan oleh Andrianto dan Sugiama (2016).

Selanjutnya, penerapan metode pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan dengan
melibatkan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Penyuluhan hukum di Desa Nyelanding dapat disusun
berdasarkan pemahaman bahwa penyuluhan hukum merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat tentang hukum,
sebagaimana dijelaskan oleh Jiwantara, Hasanah, dan Lukman (2023). Dalam konteks ini, metode
penyuluhan dapat mengadopsi berbagai pendekatan seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sebagaimana
diimplementasikan dalam Sekretariat Kantor DPC Peradi Mataram-NTB.

Selain itu, pelatihan dalam penelitian ini dapat merujuk pada metode pelatihan kurikulum merdeka belajar
bagi guru sekolah dasar, sebagaimana dijelaskan oleh Hamid dan Lukman (2023). Pelatihan dilakukan dengan
metode presentasi, simulasi, dan evaluasi, guna memberikan pemahaman kepada pihak terkait tentang aspek-
aspek hukum yang relevan dengan pengelolaan wisata pemandian air panas Desa Nyelanding.

Dengan merinci metode ini, diharapkan pemberdayaan hukum dapat dilaksanakan secara terencana dan
efektif. Upaya ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal
dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya, lingkungan, dan ekonomi lokal, sebagaimana dikemukakan oleh
Sugiama (2011).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pemberdayaan Hukum dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding mencakup
presentasi temuan dan hasil dari kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan
hutan konservasi bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat
(Runggandini, 2021). Dalam konteks ini, peran serta masyarakat adat tidak hanya sebagai objek tetapi juga
subjek dengan hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan (Mulyadi,
2010).
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Pada pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Cipasung, partisipasi aktif dari pemerintah,
akademisi, swasta, dan masyarakat melalui tahapan identifikasi potensi desa, pembentukan kelompok
penggerak, pelatihan, dan evaluasi menjadi kunci pemberdayaan (Ingkadijaya, 2020). Dampak pengembangan
pariwisata di Kali Adem memperlihatkan perubahan pola hidup, nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, mata
pencaharian, dan pendapatan masyarakat (Surwiyanta, 2010).

Pada pemandian air panas Toya Bungkah, upaya peningkatan kunjungan wisatawan perlu memperhatikan
keamanan dan kenyamanan, serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan
(Suarmadi et al., 2018; Wiryatama & Andiani, 2018). Untuk menyelesaikan permasalahan, metode
pemberdayaan melibatkan penyuluhan dan pelatihan dengan Pokdarwis, sejalan dengan prinsip-prinsip
pemberdayaan masyarakat (Jiwantara et al., 2023; Hamid & Lukman, 2023).

Pemberdayaan hukum dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Desa Nyelanding memiliki
dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pariwisata di lokasi tersebut. Analisis mendalam terhadap
pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan konservasi, seperti yang diteliti oleh Runggandini
(2021), menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kearifan lokal memberikan manfaat ekologis, ekonomis,
dan sosial. Hal ini konsisten dengan temuan Mulyadi (2010) yang menekankan bahwa pemberdayaan
masyarakat adat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam
pengelolaan.

Penerapan konsep pemberdayaan dalam pengelolaan Desa Wisata Cipasung, Kabupaten Kuningan,
seperti dijelaskan oleh Ingkadijaya (2020), menunjukkan bahwa melibatkan berbagai pihak, termasuk
pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat, dapat meningkatkan kapasitas kelompok penggerak
pariwisata. Namun, Surwiyanta (2010) juga menyoroti dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata,
termasuk perubahan pola hidup, nilai-nilai sosial budaya, struktur sosial, mata pencaharian, dan pendapatan
masyarakat.

Pengelolaan Pemandian Air Panas Desa Nyelanding perlu memperhatikan aspek keamanan dan
kepatuhan hukum. Suarmadi et al. (2018) menunjukkan bahwa kurangnya keamanan dan kenyamanan dapat
menghambat perkembangan destinasi wisata. Wiryatama dan Andiani (2018) menegaskan bahwa peran
pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting untuk menjaga
keamanan dan kenyamanan mereka.

Dalam konteks hukum pidana, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah hukum pidana
sehari-hari (Harkrisnowo, 2003). Hukum progresif, seperti yang dikemukakan oleh Rahardjo (2005),
merupakan alternatif paradigma hukum yang bersifat preventif, restoratif, dan transformatif.

Dalam pengelolaan hutan adat, keterlibatan masyarakat hukum adat dapat dianggap sebagai bentuk
pemberdayaan (Laea, 2019). Di bidang hukum pidana, tindak pidana cyber bullying dan kejahatan ekonomi
seperti korupsi memerlukan perhatian serius (Ihkam, 2020; Setiadi & Yulia, 2010).

Pentingnya regulasi hukum dalam mengatasi ujaran kebencian di media sosial dan tindak pidana seperti
pelecehan seksual verbal juga harus ditekankan (Azhar & Soponyono, 2020; Alhakim, 2021). Penegakan
hukum yang tegas dan proporsional terhadap praktik perjudian berkedok permainan anak-anak juga menjadi
kunci untuk melindungi kepentingan umum (Effendi, 2018).

Simpulan

Dapat disimpulan bahwa penerapan hukum yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan
keamanan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum yang tegas, sebagaimana dipaparkan dalam berbagai
penelitian, menunjukkan pentingnya tindakan yang proporsional terhadap korporasi dalam kasus korupsi dan
perlindungan bagi korban amuk massa. Kekuatan hukum pidana adat dan upaya integrasinya ke dalam
hukum nasional mengindikasikan keberagaman dan kebutuhan pembaruan hukum di Indonesia.
Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi faktor krusial dalam menjaga kelestarian
lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekonomi.
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